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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AS

A. Arah dan Tindakan Politik Luar Negeri AS

1. Orientasi Politik Luar Negeri AS 

Ada beberapa periode yang dapat kita simpulkan mengenai perkembangan politik luar negeri Amerika Serikat, didasarkan pada orientasinya politik luar negeri Amerika Serikat pada tahun 1783 samapai 1945 Amerika Serikat mengusung Isolasionisme, dengan kata lain Amerika Serikat sangat menghindari akan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di dunia, Amerika Serikat berusaha untuk menutup diri dan tidak melakukan komitmen-komitmen. Isolasionisme ini mungkin disebabkan oleh nilai-nilai tujuan dari para pemimpin Amerika Serikat pada masa itu, nilai-nilai tersebut mencakup perasaan akan pasrah akan nasib atau takdir dari Amerika Serikat itu sendiri (national destiniy), nilai tersebut sangatlah kuat sehinngga memunculkan sikap untuk menghindari berbagai kontaminasi yang bisa menghambat ataupun merugikan cita-cita dan tujuan bangsa melalui keterlibatan politik dari Eropa.

Sebaliknya pada tahun 1945 sampai sekarang politik luar negeri Amerika Serikat mulai terbuka bagi dunia luar, Amerika mulai melakukan hubungan-hubungan, baik itu kerjasama ataupun partisispasi-partisipasi dalam bentuk apapun, hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat dengan maksud untuk membendung (containment) penyebaran ajaran komunis, itulah orientasi dan pondasi utama Amerika Serikat meninggalkan isolasionis dan menjalankan kebijakan internasionalis sebagai gantinya. Walaupun alasan utamanya adalah pembendungan penyebaran aliran komunis dan aliansi-aliansinya, tapi pembendungan atau containment ini memiliki tiga tahap perkembangan yang berbeda, yaitu:

- Tahap pertama (1945-1950)

Amerika Serikat mulai membuka hubungan dengan Eropa dengan mengambangkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Eropa saja, tapi tidak dengan negara atau region yang lain. Kebijakan-kebijakan itu berupa kebijakan politik, dan ekonomi saja, sedangkan militer tidak dimasukan kedalam agenda kerjasama mereka. Kebijakan ini semakin hari kian berkembang, para ekselutif mengawasi dan memperhatikan apakah kegiatan-kegiatan luar negeri tersebut masih bisa diterima atau tidak dengan masyarakat umum atau publik dan kongres debagai indikatornya.

Negara-negara Eropa mengalami disintegrasi ekonomi tepatnya pada pertengahan akhir tahun 1940, sehingga menimbulkan kehancuran internal dari negara-negara Eropa tersebut, ternyata hal ini berdampak sampai masa ini (1945) hal itu dianggap oleh Amerika Serikat sebagai sebuah ancaman, karena dengan hencurnya negara-negara Eropa tersebut maka akan membuka kesempatan yang lebih luas lagi bagi para kaum komunis untuk masuk dan berkembang di Eropa yang keadaannya masih labil.

- Tahap kedua (1950-1968)

Pada tahap kedua ini Amerika Serikat lebih menitikberatkan pada aliansi, bantuan luar negeri, dan militer. Amerika Serikat melakukan persekutuan atau aliansi dengan negara-negara dunia III, terutama negara dunia III yang belum bebas atau tidak bebas seperti, Korea Selatan, Maroko, Nicaragua, Atau Vietnam Selatan. Amerika Serikat membiarkan dan membantu negara-negara tersebut, bahkan Amerika Serikat selalu berusaha membuat para negara-negara dunia III tersebut semakin kuat dan kokoh, Amerika Serikat masih menganggap rejim-rejim tersebut masih bisa ditolerir, selama rejim-rejim tersebut bukanlah komunis. Perubahan orientasi dari kebijakan ekonomi dan politik ke kebijakan militer pada tahap ini cukup membuat badan eksekutif mengalami beberapa kesulitan terutama kesulitan dalam memperoleh persetujuan dari kongres. Pada tahap ini ancaman eksternal kembali datang, dan pada masa ini terdapat dua ancaman yang bisa dikategorikan sebagai ancaman eksternal yang utama. Ancaman pertama adalah Amerika Serikat merasa Uni Soviet sebagai pengusung utama komunis akan menyerang secara langsung ke wilayah Eropa Barat, hal ini muncul sebagai konsekuensi dari perang korea. Ancaman kedua adalah ketakutan Amerika Serikat akan subversi internal di dunia ketiga. 

- Tahap ketiga (1969-sekarang)

Tahap ini bisa disebut dengan Guam Doctrine atau Nixon Doctrine, pada tahap ini orientasi dari kebijakan containment ini beralih kembali ke bidang politik dan ekonomi luar negeri. Pada tahap ini ancaman justru datang dari dalam Amerika Serikat itu sendiri, atau bisa kita sebut dengan ancaman internal, para pembuat kebijakan dan para publik khawatir akan konsistensi dari Amerika Serikat itu sendiri, mereka takut Amerika Serikat akan menarik diri dan merasa pesimis untuk membendung komunis, dan kembali lagi menutup diri dari hubungan luar negeri (isolasionis).

Dengan berbagai ancaman apapun Amerika Serikat tetap komitmen akan tekadnya untuk membendung komunis, dan tetap menjalankan kebijakan politik luar negeri ini, hanya saja Amerika Serikat belajar dari pengalaman, Amerika Serikat mulai berhati-hati dalam penentuan orientasi apa yang akan dijalankan dalam melakukan hubungan dengan Eropa ini, apakah orientasinya itu ekonomi, politik, militer, aliansi, ataupun hubungan kerjasama dalam bentuk bantuan, orientasi kebijakan ini ditentukan sesuai dengan bentuk ancaman tertentu yang dirasakan.

Pembendungan paham komunis sebagai wujud perkembangan dari politik luar negeri Amerika Serikat ini merupakan kebijakan yang reaktif, dimana dilakukan untuk meng-cover dari segala tindakan dan kebijakan-kebijakan ataupun prakarsa-prakarsa yang dilakukan oleh Uni Soviet pada waktu itu. Para elite politik Amerika Serikat menganggap jika Amerika Serikat tidak konsisten untuk membendung komunis, maka Amerika Serikat akan kehilangan kredibilitasnya, politik luar negeri Amerika Serikat akan runtuh dengan sendirinya dikarenakan Amerika Serikat gagal untuk memenuhi syarat-syarat dan komitmen-komitmen yang dibuatnya sendiri, maka mereka beranggapan jika satu saja komitmen tidak dijalankan secara berkesinambungan maka komitmen-komitmen yang lainnya pun lambat laun akan menjadi terabaikan, dan hal tersebut akan menjadi cikal bakal kehancuran dari politik luar negeri Amerika Serikat itu sendiri.

Serangan teroris yang menghancurkan World Trade Center dan merusak Pentagon telah memicu perubahan paling cepat dan dramatis dalam sejarah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tanggapan Amerika serikat terhadap serangan teroris adalah pengingat kuat bahwa bahkan sebuah negara adidaya memerlukan dukungan dari negara-negara lain. Selama berbulan-bulan pertama, pemerintah Bush sering bertindak seolah-olah opini dari negara-negara lain tidak berarti banyak Namun, begitu Amerika Serikat diserang, pemerintah Bush tiba-tiba mendapati bahwa dukungan internasional tak terhindarkan. Upaya militer terhadap Al-Qaeda memerlukan akses ke wilayah asing dan izin untuk untuk menggunakan wilayah udara negara lain.
 Apa yang berubah tentu saja adalah prioritas yang dilekatkan pada tujuan-tujuan yang berbeda, kampanye melawan teroris global sekarang merupakan tujuan utama kebijakan luar negeri dan pertahanan Amerika Serikat, dan tujuan-tujuan internasional lain akan berada dibawah tujuan besar ini. Untuk jangka pendek, kampanye tersebut memiliki dua sasaran utama.Sasaran pertama adalah melenyapkan al-Qaeda. Baik menyerangnya di Afganistan dan menyingkirkan sel-selnya di negara lain. Sasaran kedua adalah mengganti pemerintahan Taliban, baik untuk mencegah al-Qaeda memiliki tempat perlindungan maupun untuk menunjukan kepada pemerintahan lain apa yang bakal menimpa mereka jika mereka mengizinkan serangan atas Amerika Serikat dirancang di wilayah mereka.

2. Strategi Politik Luar Negeri AS


Sebagai landasan perilaku politik luar negerinya, Amerika Serikat menetapkan seperangkat kebijakan yang bersifat strategis dan global dalam upaya pencapaian tujuan dari politik luar negerinya terhadap masalah-masalah internasional maupun regional yang berkenaan dengan kepentingan strategis Amerika Serikat. Amerika Serikat berusaha untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki kesamaan dalam bidang perdagangan, ideologi dan persepsi ancaman. Baik secara formal maupun informal Amerika melakukan strategi aliansi, secara formal Amerika melembagakan dalam NATO, sedangkan strategi aliansi informal dijalankan atau dilakukan melalui kerja sama militer dan politik dengan negara-negara yang memiliki hubungan khusus dengan Amerika, hanya saja kerja sama ini tidak diberlakukannya komitmen-komitmen ketat yang berlaku, seperti dalam aliansi NATO.

Pasca Perang Dingin, AS merumuskan suatu doktrin kebijakan luar negeri dalam bentuk strategi keamanan nasional yang dikenal sebagai kebijakan engagement dan enlargement, kebijakan tersebut dicanangkan pada bulan Februari 1996 dan mencakup 3 tujuan utama, yakni:

1. Meningkatkan keamanan AS dengan mempertahankan kekuatan militer yang kuat dan menerapkan diplomasi yang tepat guna untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara lain.

2. Mengupayakan peningkatan kemakmuran domestik melalui pembukaan pasar asing dan perkembangan ekonomi global.

3. Meningkatkan demokrasi di luar negeri.     
Pasca tragedi 11 September 2001, Strategi Keamanan AS mengembangkan doktrin ofensif, dengan melalui metode Preemptive Attack dan Defensive Intervention. Meski strategi-strategi yang telah ada seperti containment, deterrence, enlargement, dan engagement tidak akan dihapus, kebijakan luar negeri AS dalam bentuk strategi preemptive attack dan defensive intervention pertama-tama digunakan untuk menghadapi kaum teroris atau negara-negara musuh yang memiliki senjata kimia, biologis dan nuklir. Perubahan radikal dalam doktrin keamanan AS tidaklah terlepas dari persoalan traumatic atas serangan teroris 11 September 2001. Tragedi ini merubah persepsi tentang sumber bahaya dan metoda mengatasinya.

Untuk pertama kalinya  sejak awal Perang Dingin, sebuah strategi muncul di Washington. Strategi ini muncul terutama sebagai tanggapan terhadap terorisme. Strategi ini memiliki tujuh unsur.
Pertama, sebuah komitmen mendasar untuk mempertahankan sebuah dunia unipolar dimana Amerika Serikat tidak memiliki pesaing yang seimbang. Tak boleh ada koalisi negara-negara besar tanpa Amerika Serikat yang meraih hegemoni. 

Unsur kedua adalah analisis baru yang dramatis mengenai ancaman global dan bagaimana mereka harus di serang.  Realitas baru yang suram ini adalah bahwa sekelompok kecil teroris, barangkali di bantu oleh negara jahat, dalam waktu singkat mungkin mendapatkan senjata nuklir, kimia dan biologi yang sangat berbahaya bisa menyulut kerusakan maha besar. Pemerintah menyakini kelompok-kelompok ini tidak bisa dipenuhi tuntutannya atau dihadang sehinggga mereka harus dilenyapkan.

Unsur ketiga dari strategi baru ini menyatakan bahwa konsep penghadangan Perang Dingin sudah ketinggalan zaman. Penghadangan, kedaulatan, dan keseimbangan kekuatan berjalan bersama. Ancaman hari ini bukanlah negara besar lain yang harus dihadapi melalui serangan senjata nuklir balasan, melainkan jaringan teroris translantik yang tak punya alamat. Mereka tak bisa dihadang karena mereka sanggup untuk mati demi paham mereka ataupun bisa menghindar dari serangan balasan. Strategi bertahan lama yang membangun peluru-peluru kendali yang bisa menangkal serangan pertama dan bisa digunakan untuk serangan balasan guna menghukum si penyerangtak lagi menjamin keamanan. Maka satu-satunya pilihan adalah menyerang.

Unsur keempat dari strategi besar yang muncul ini mencakup pendefinisian kembali pengertian kedaulatan. Karena kelompok-kelompok ini tidak bisa dihadang, Amerika Serikat harus siap untuk campur tangan dimanapun dan kapanpun untuk menghancurkan ancaman. Teroris tak menghormati perbatasan negara sehingga Amerika Serikat pun tak perlu menghormatinya.

Unsur kelima dari strategi besar ini adalah berkurangnya penghargaan secara umum terhadap aturan internasional, traktat, dan kemitraan keamanan. Poin ini berkaitan dengan ancaman baru itu  sendiri : jika taruhannya meningkat dan ruang untuk kesalahan menyusut dalam perang melawan terorisme, norma dan kesepakatan multilateral yang memberi sanksi dan membatasi penggunaan kekuatan malah menjadi pengalih perhatian yang menjengkelkan. Tugas penting adalah menghilangkan ancaman. Sebagian dari pandangan ini muncul dari perasaan terdalam dan keyakinan rakyat Amerika bahwa Amerika Serikat seharusnya tak terjerat dalam dunia yang korup dan dalam lembaga multilateral yang aturannya membatasi. Terutama setelah 11 September, bukanlah bahwa AS harus menarik diri dari dunia. Sebaliknya, ia harus beroperasi di dunia dengan prinsip-prinsipnya sendiri. 

Keenam, Strategi besar baru menyatakan bahwa AS akan perlu memainkan peran langsung dan tak terbatas dalam menghadapi ancaman. Pendirian ini sebagian didasarkan sebuah penilaian bahwa tak ada negara atau koalisi, bahkan Uni Soviet yang memiliki kemampuan untuk mengerahkan kekuatan untuk menghadapi teroris atau negara-negara merah di seluruh dunia. 

Akhirnya, Strategi besar baru tersebut memberikan sedikit stabilitas internasional. Ada pandangan yang tidak sentimentil dalam kubu unilateralis bahwa tradisi masa lalu harus ditanggalkan, Apakah ini penarikan dari Traktat Peluru Kendali Anti Balistik (PAB) atau keengganan untuk meneken traktat resmi lain tentang pengawasan senjata. Gerakan ini dilihat sebagai pengabsahan negara-negara besar tidak akan meruntuhkan bangunan internasional. Dunia bisa tahan terhadap pendekatan keamanan baru yang radikal, dan dunia juga mengakomodasi unilateralis Amerika.

3. Implementasi Politik Luar Negeri AS


Setelah perang dunia II, politik global AS pada awalnya diarahkan untuk memperkuat tentang penegakan HAM di dalam PBB dengan dibentuknya Proklamasi Hak-hak Asasi Manusia (Declaration of Universal Principals of Human Rights) PBB pada tanggal 10 Desember 1948, kian memperkuat tekad lembaga ini untuk menegakkan kehormatan HAM ke seluruh dunia. Deklarasi itu mencantumkan hamper semua hak politik dan sipil dari konstitusi dan sistem hukum nasional AS, antara lain: persamaan di depan hukum; perlindungan terhadap penangkapan yang sewenang-wenang; hak atas pengadilan yang adil; hak memiliki kekayaan; kebebasan berpikir; berhati nurani dan beragama; serta kebebasan berserikat dan berkumpul. Deklarasi tersebut juga dilengkapi dengan hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak untuk bekerja, dan memilih pekerjaan secara bebas, hak atas upah pekerjaan yang sama, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh, hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, hak atas standar hidup yang layak dan hak mendapat pendidikan.


Sedangkan pada masa perang dingin, politik global AS diarahkan untuk membendung pengaruh Komunis. Ini terlihat pada masa pemerintahan Eisenhower (1945) kenijakan luar negeri AS juga melanjutkan kebijakan yang amat dikaitkan dengan masakah penegakan HAM dengan sasaran utama membendung pengaruh komunisme ke seluruh dunia. Retorika hak-hak asasi manusia didengung-dengungkan untuk memperkuat tekad dan dalihnya guna membendung komunisme ke seluruh dunia.
  


Sikap anti komunisme AS mempunyai akar-akarnya pada moralitas maupun kebutuhan sehingga pembendungan terus-menerus terhadap komunisme menjadi kebijakan strategis yang mendasar. Sasaran utama kebijakan ini ialah membendung kekuatan Uni Soviet dan komunisme internasional.


Pasca perang dingin relatif AS sudah tidak memiliki musuh yang sangat kuat. Kebijakan politik global AS pasca perang dingin diarahkan untuk semakin menyebarkan ideology liberalismenya dengan tetap tidak meninggalkan tentang penegakan HAM dan Demokrasi.


Kebijakan politik global AS pasca tragedi 11 September 2001 diarahkan untuk memberantas Terorisme Internasional yang dianggap akan membahayakan keamanan nasional AS dan keamanan dunia internasioanl. Oleh karena itu AS telah melakukan pengkajian di berbagai bidang yang berkaitan dengan masalah kebijakan dan strategi pertahanan melalui transformasi militer. Strategi pertahanan AS dituangkan dalam “The 2001 Quadrennial Defense Review” yang dijadikan dasar perencanaan strategi pertahanan, misi militer dan tolak ukur keberhasilan dalam mengembangkan Angkatan Bersenjata AS.
    


Dephan AS telah membuat beberapa perubahan penting, antara lain melakukan misi-misi baru dan membentuk “Under Secretary of Defense for Intelligence ” dan “Assistant Secretary of Defense for Homeland Defense”. AS juga melakukan kerjasama dengan sekutu-sekutu Eropa untuk mengembangkan struktur komando NATO yang baru dan mulai mengembangkan “NATO Rapid Response Force”


Pemerintah AS mengganti pendekatan “Major Theater War” yangh sudah berusia 1 dasarwasa lebih dengan strategi pertahanan baru yang lebih sesuai dengan kriteria untuk menghadapi ancaman abad 21. Perspektif baru yang pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2001 tersebut, telah membawa perubahan sangat signifikan pada penentuan, kriteria dab dukungan terhadap misi-misi pertahanan yang utama selama tahun 2003, antara lain adopsi terhadap “United Command Plan” dalam bentuk baru, termasuk komando-komando khusus yang dapat mendukung tersusunnya rencana penanganan pertahanan di dalam negeri secara lebih baik, memberikan kewenangan kepada Komandan Joint Forces untuk mempelopori pelaksanaan transformasi dan inovasi Dephan AS dalam masalah latihan dan tempur, serta membentuk komando strategis baru yang bertanggung-jawab dalam memberikan peringatan dini dan membangun pertahanan untuk menghadapi serangan Rudal serta melakukan serangan Rudal jarak jauh. Selama tahun 2003, titik berat kebijakan AS masih mengacu dan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan kebijakan AS setelah mengalami tragedi 11 September 2001. Dalam upaya mengatasi segala bentuk ancaman serangan teroris ke dalam negeri, AS melaksanakan transformasi Angkatan Bersenjata (AB) supaya mampu bergerak lebih cepat, lebih leluasa dan terkoordinasi.


Upaya lainnya adalah menyesuaikan AB dengan misi yang diembannya, yang meliputi:

a. Mempertahankan Amerika Serikat. Untuk memepertahankan AS tidak hanya mengarah kepada lawan yang diperkirakan akan mengancam AS, tetapi juga dengan cara bagaimana AS di ancam dan menjawab ancaman tersebut.

b. Mengukuhkan hubungan dengan sekutu.

c. Mencegah timbulnya serangan di wilayah-wilayah kritis.

d. Meredam peperangan akibat konflik yang tumpang tindih dan mengawal keputusan Presiden untuk menang, termasuk kemungkinan untuk mengganti rezim atau melakukan pendudukan.

e. Melaksanakan secara terbatas sejumlah operasi kontijensi berskala kecil.


Menurut Anggaran Pertahanan dan Apropriasi Military Construction tahun 2003 adalah sebesar 355,1 Milyar USD, termasuk untuk pembelian senjata baru sebesar 71,6 milyar USD, untuk Litbang 58,6 milyar USD dan program personel 93,6 milyar USD. Pendanaan tersebut belum termasuk tambahan-tambahan yang jumlahnya bervariasi sesuai kebutuhan yang diajukan oleh DoD untuk jangka waktu kurang lebih sampai dengan lima tahun ke depan, khususnya pembiayaan kegiatan militer dan operasi kontra terorisme di seluruh dunia, juga operasi militer yang dilaksanakan terhadap Iraq  dan kebutuhan di luar Departemen of Homeland Security (DHS) dan institusi lainnya. Yang mendorong terjadinya perubahan dan ditampilkan dalam anggaran 2003 adalah pertimbangan untuk merubah sudut pandang perencanaan pertahanan dari “Threa-based” menjadi “Capabilities-based”
.

B. Visi dan Agenda Global Politik Luar Negeri AS 

1. Komitmen AS Terhadap Penegakan HAM di Dunia 

            * Sebelum Perang Dunia II

Presiden AS Woodrow Wilson pada tahun 1918 menyampaikan 14 pokok pidato (Fourteen Points Speech), menekankan perlunya penegakkan demokrasi dan penghargaan hak-hak dasar manusia, antara lain :

i. Perjanjian terbuka mengenai perdamaian, hal mana proses diplomasi harus terbuka dan dapat diikuti atau diawasi rakyat umum;

ii. Kebebasan berlayar diluar perairan teritorial baik dimasa perang maupun damai;

iii. Sebuah perhimpunan umum dari bangsa-bangsa harus dibangun dibawah perjanjian khusus untuk memperkuat rasa saling menjamin kemerdekaan dan integritas teritorial baik terhadap negara besar maupun negara kecil.
 

Penekanan aspek Hak-hak Asasi Manusia (HAM) pada konteks global yang termanifestasikan dalam kebijakan AS sesungguhnya merupakan kelanjutan dari sejarah panjang tradisi yang telah dikembangkan. Namun demikian, harus pula diakui bahwa dalam kenyataannya ada sejumlah besar dalam penentuan tempat dan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam politik luar negeri AS. Baik para ahli sejarah maupun ilmuan politik telah mengamati adanya ketegangan etis dan moral mengenai penerapannya dalam politik luar negeri AS, setidak-tidaknya dalam kerangka retorik. Perdebatan itu pada garis besarnya berkisar pada persoalan apakah AS perlu menyebarkan prinsip-prinsip HAM keseluruh dunia dengan cara aktif atau pasif saja.

Pada abad ke-20, isolasionisme moral mencoba mengarahkan kebijakan menurut arah pengendalian diri yang sama, sehingga AS harus berada diluar pergulatan kekuasaan yang secara etis dan moral dianggap jahat. Jika AS digambarkan sebagai sebuah kota yang bersinar disebuah bukit, dan memang demikianlah yang diyakini pelaku revolusi Amerika dan kemudian memimpin negeri itu, maka ia harus menuntun dunia melalui keteladanan didalam negeri, bukan melalui kebijakan aktivitas hak-hak asasi manusia di dalam negeri.

Upaya perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional mendapatkan perhatian yang amat serius tatkala pecah Perang Dunia II pada tahun 1939 beserta kekejaman Nazi Jerman yang mengikutinya. Presiden AS Franklin D. Roosevelt pada tahun 1940 menyampaikan sambutan di Charlottesville (addres at  Chralottesville) menekankan perlunya AS melepaskan politik netralnya dan segera bergabung dengan sekutu membantu Inggris dan negara-negara Eropa lainnya dari ekspansi yang dilakukan pemerintah diktator Nazi Jerman.
 Pada tahun 1941, ia secara tegas memaparkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak-hak asasi manusia AS yang dikenal dengan Four Freedom, sebagai berikut :

▪ Kebebasan berbicara (Freedom for speech)

▪ Kebebasan beragama (Freedom to religion)

▪ Kebebasan dari kemiskinan (Freedom from want)

▪ Kebebasan dari ketakutan (Fredom from fear)

Keterlibatan aktif pemerintah AS dalam penegakan HAM kian dipertegas dengan penandatanganan The Atlantic Charter oleh Presiden Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada 14 Agustus 1941 dengan  isi antara lain:

Pertama, negara-negara penandatanganan sepakat mencegah perluasan kawasan/wilayah pengaruh;

Kedua, mereka tidak ingin melihat perubahan wilayah yang tidak sesuai dengan kehendak bebas dari rakyat yang bersangkutan

Ketiga, mereka menghormati hak bagi setiap bangsa memilih bentuk pemerintahan dimana mereka akan hidup; dan mereka ingin melihat dipulihkannya hak-hak memerintah wilayahnya yang telah dirampas pihak lain;

Keempat, mereka ingin mengusahakan perjanjian yang ditaati oleh semua negara, besar atau kecil, yang menang ataupun yang kalah, dalam hal pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan mereka;

Kelima, mereka berhasrat menggalang kerjasama penuh segenap negara dibidang ekonomi, dengan tujuan mengamankan semua negara didunia dalam hal perbaikan standar kehidupan buruh, kemajuan ekonomi dan keamanan sosial;

Keenam, setelah tirani Nazi Jerman dihancurkan secara total, mereka mendambakan ditegakkannya perdamaian yang melindungi semua wilayah dalam batas negaranya, dan akan mengupayakan segenap rakyat yang tinggal disemua negeri dapat hidup bebas dari ketakutan dan kemiskinan;

Ketujuh, perdamaian harus menjamin manusia untuk melintasi berbagai perairan tanpa menghalangi;

Kedelapan, mereka menyakini bahwa semua bangsa di dunia harus realistis mencegah penggunaan kekerasan.

* Pasca Perang Dunia II

Peranan AS dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangasa (PBB) di tahun 1945, merupakan gambaran tekad dan tindakan penegakan dan penghormatan Hak-hak Asasi Manusia ke seluruh dunia. Piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945 merupakan hasil perjuangan panjang, lewat berbagai pengalaman masa lalu, khususnya setelah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa(Liga of Nation) yang dirintis Presiden Amerika Woodrow Wilson seusai Perang Dunia I.

Setelah melalui berbagai pertemuan maka anggota delegasi konferensi di San Francisco menyepakati bahwa Piagam PBB terdiri atas 111 pasal dan ditandatangani tanggal 26 Juni 1945 berlaku mulai tanggal 24 Oktober 1945. Dalam Piagam PBB masalah Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam :

a. Mukadimah

Antara lain ditegaskan : “Demi memperteguh penghormatan hak-hak asasi manusia, pada harga dan derajat manusia, pada  hak-hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, dan bagi segala bangsa besar dan kecil, dan demi membangun keadaan, hal mana keadilan dan penghargaan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat dipelihara”.

b. Bab II : Azas dan tujuan

i.
Pasal 1 ayat (3)

“Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional dibidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa atau agama”.

ii.
Pasal 13

“.....ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kasehatan, dan membantu pelaksanaan hak-hak asasi kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan bangsa, jenis kelamin, bahasa, atau agama”

c. Bab IX : Kerjasama Internasional di Lapangan Ekonomi dan Sosial


i.
Pasal 55 huruf c

“Memajukan penghargaan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan dasar bagi segala bangsa tanpa pembedaan suku bangsa, kelamin, bahasa atau agama”.

ii. Pasal 62 ayat (2)

“Dewan tersebut dapat memberikan anjuran untuk tujuan mempertinggi penghormatan dan penghargaan atas hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan individu”.

iii. Pasal 68

“Dewan Ekonomi dan Sosial akan membentuk panitia-panitia dilapangan ekonomi dan sosial, dan untuk memajukan hak-hak manusia dan panitia-panitia, demikian pula jika diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya”.

iv
Pasal 76

“Menganjurkan penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan suku bangsa, jenis kelamin, bahasa atau agama, dan menganjurkan pengakuan atas kemerdekaan bangsa di dunia”.

Proklamasi Hak-hak Manusia (Declaration of Universal Prinsipals of Human Right) PBB 10 Desember 1948, kian memperkuat tekad lembaga ini untuk menegakkan HAM ke seluruh dunia. Deklarasi itu mencantuman hampir semua hak politik dan sipil dari konstitusi dan sistem hukum nasional AS, antara lain : Persamaan di depan hukum; perlindungan terhadap penengkapan yang sewenang-wenang; hak atas pengadilan yang adil; hak memiliki kekayaan; kebebasan berpikir; berhati nurani dan beragama; serta kebebasan berserikat dan berkumpul. Deklarasi tersebut juga dilengkapi dengan hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak untuk bekerja, dan memilih pekerjaan secara bebas, hak atas upah untuk pekerjaan yang sama, hak untuk bergabung dengan serikat buruh, hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, hak atas standar hidup yang layak dan hak mendapat pendidikan.

2. Dukungan AS Terhadap Demokratisasi Negara-Negara di Dunia

Amerika Serikat yang mengusung demokrasi, melaksanakan demokrasinya berdasarkan liberalisme dan kebebasan individu karena itu masyarakat ataupun lembaga-lembaga masyarakat dan para kelompok kepentingan baik itu di tingkat supra struktur atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif ataupun di tingkat lainnya di masyarakat melakukan pemilihan dan melakukan proses pengambilan keputusan secara langsung dan tidak langsung. Kekuasaan legislatif Amerika Serikat merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dan dijalankan oleh kongres sebagai wakil dari rakyat. Kongres melalui undang-undang bisa menetapkan segala sesuatu yang sekiranya perlu dan tidak ada batas dalam pekerjaannya. Proses pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh presiden dan kongres dengan sistem Check and Balance dan masing-masing pihak mendapatkan hak inisiatif dan hak mematikan rancangan undang-undang. Selain itu Amerika Serikat juga didukung oleh berbagai macam faktor dalam proses perumusan politik luar negerinya, seperti faktor sejarah dan individu.

Perkembangan sistem demokrasi Amerika Serikat pada hakikatnya didasarkan pada individualisme Demokrasi Barat, yang biasanya merujuk pada “Magna Charta (1216), The English Petition of Rights (1628), The Two Treaties of Government (1690), The English Bill of Rights, dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (The Declaration of Independence 1776).”
 

Amerika Serikat pun sering membanggakan diri sebagai champion of democracy (juara demokrasi) dan The Guardian of Democracy (pengawal demokrasi) dengan tradisi demokrasi yang kokoh sejak diploklamirkannya Deklarasi kemerdekaan 4 Juli 1776 hingga saat ini.

AS senantiasa mendengungkan tekadnya untuk menegakkan pelaksanaan demokrasi sebagai implementasi dari politik globalnya keseluruh negara. Tekad tersebut dipertegas dengan dikeluarjannya Doktrin Charter (1980) yang berusaha mengaitkan masalah penegakkan HAM dalam kebijakan politik globalnya terhadap negara-negara lainnya. Amerika sebagai negara super power bahkan tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi politik, ekonomi maupun militer kepada negara-negara yang dianggap tidak menghormati demokrasi.

Dalam penyebaran nilai-nilai demokrasi, AS menggunakan istilah The American National Style, yaitu suatu kebijakan luar negeri untuk mempertahankan dan menyatakan nilai-nilai demokrasi diseluruh kawasan dunia, agar dominasi dan pengaruh AS dapat dipertahankan. Dengan alasan tradisi demokrasi, AS selalu menganggap negara dan bangsanya bukan saja sebagai lentera dunia yang menerangi kehidupan demokrasi, melainkan juga menganggapnya juga sebagai contoh pola moral demokrasi dunia.

AS seringkali mengeluarkan kebijakan demi berkembangnya proses demokrasi di negara-negara lainnya, dengan cara, pertama, ia dapat membantu perkembangan ekonomi negara-negara miskin dan meningkatkan distribusi pendapatan serta kemakmuran yang lebih merata di negara-negara tersebut. Kedua, ia dapat mendorong negara-negara sedang berkembang untuk meningkatkan ekonomi pasar dan perkembangan kelas borjuis yang kuat. Ketiga, ia dapat memperbaharui lagi kekuasaan ekonomi, militer dan politiknya sehingga mampu melaksanakan pengaruh yang lebih besar lagi dalam urusan dunia. Akhirnya ia dapat mengembangkan suatu program khusus yang dirancang untuk mendorong dan membantu elite negara-negara yang sedang memasuki zona transisi menuju kearah demokrasi. Usaha-usaha seperti ini dapat mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan demokrasi dinegara-negara lain.

3. Perang Melawan Terorisme

Pasca tragedi WTC, politik global AS ditujukan untuk menyikapi keamanan internasional dan perang melawan terorisme internasional. Perhatian terhadap terorisme internasional, sebagai dampak serangan 11 September 2001, masih tetap mengambil porsi besar dalam politik luar negeri AS. Dalam kaitan ini, Pemerintah AS telah melanjutkan berbagai upaya untuk memerangi terror yang dilakukan secara simultan dalam berbagai jalur, termasuk jalur diplomatik, militer, financial, intelijen dan law enforcement; yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebijakan dimaksudkan untuk dapat:

a. Memudahkan penangkapan terhadap para teroris di semua lini/sel baik aktif maupun non aktif.

b. Mencegah muncul dan bertahannya “safe haven” bagi para teroris.

c. Mendesak negara-negara yang oleh DOS dikategorikan oleh sebagai “states sponsoring terrorism” untuk menghentikan dukungan mereka terhadap terorisme.

d. Mencegah terjadinya serangan ulang ke AS melalui peningkatan keamanan domestik AS.

e. Meningkatkan kemampuan negara-negara sahabat dan sekutu AS dalam upaya memerangi terorisme.

Sebagai langkah dari kebijakan defensive intervention dan penerapan dari doktrin pre-emption dalam rangka memerangi teroris, Presiden Bush, setelah sebelumnya mendapatkan dukungan Kongres AS melalui resolusi “Authorization for the use of Military Force Against Iraq”, telah memerintahkan militer AS untuk melakukan penyerangan terhadap Irak pada 19 Maret 2003. Bagi AS, pemerintahan Irak dibawah rezim Saddam Hussein adalah rezim yang mengembangkan senjata pemusnah massal serta mendukung terorisme. Tindakan penyerangan AS ke suatu negara pada masa pemerintahan George W. Bush, dalam hal ini adalah Irak, dalam konteks perang melawan terorisme, merupakan penyerangan yang kedua setelah Afghanistan yang dilakukan pada 8 Oktober 2001. Penerapan kebijakan AS tersebut merupakan perubahan yang cukup radikal dalam kebijakan luar negeri AS, dimana pada masa Administrasi Presiden dari partai Demokrat terdahulu lebih menekankan AS sebagai global moral leader.

Seiring dengan penerapan doktrin “defensive Intervention” dan “pre-emptive strike” tersebut, sesuai policy paper AS tahun 2002 yang termuat dalam National Security Strategy of The United States (NSS), pada pertengahan bulan Februari tahun 2003, Administrasi Bush mengeluarkan National Strategy for Combating Terrorism yang pada hakekatnya merupakan elaborasi dari kebijakan AS dalam NSS. Strategi Amerika Serikat dalam memerangi terorisme, sebagaimana dituangkan dalam pedoman Strategi Nasional Amerika Serikat tersebut, menetapkan “Strategi 4D” sebagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. “Strategi 4D” tersebut mencakup upaya untuk mengalahkan teroris serta organisasinya (defeat), menolak permintaan pemberian perlindungan dan dukungan dari kelompok teroris (deny), mengupayakan pengurangan situasi dan kondisi yang dapat dieksploitasi oleh kelompok teroris sebagai pembenaran terhadap aksi teror yang dilakukannya (diminish), serta upaya kolektif yang dilakukan oleh pemerintah untuk membela kedaulatan, wilayah territorial serta kepentingan Amerika Serikat baik di dalam maupun di luar negeri (defend).

C. Persepsi AS Tentang Kawasan Timut Tengah

1. Kepentingan Politik 


Penyesuaian pendirian Amerika Serikat di Timur Tengah harus menyertakan sebuah pengkajian ulang hubungan Amerika Serikat dengan pemerintah-pemerintah Arab tertentu. Agar akses terhadap minyak tetap terjaga dengan harga yang masih bisa terjangkau, AS telah sekian lam mendukung monarkhi tradisional seperti Arab Saudi,, terlepas dukungan keuangan mereka kepada kelompok Islam radikal, kerapuhan dalam negeri mereka, dan keengganan mereka untuk mendukung upaya-upaya diplomatik AS secara terbuka. Perhatian terhadap pasokan minyak juga telah membuat AS enggan mendorong kemajemukan yang lebih besar di dalam negara-negara ini, sehingga meningkatkan bahaya bahwa negara-negara ini akan berbalik melawan AS seandainya tatanan yang ada ambruk. Amerika Serikat harus berhenti memandang dunia Islam sebagai “zona bebas demokrasi” dimana gerakan-gerakan fundamentalis Islam secara konsisten dihalangi dari partisipasi politik yang berarti. Jika kelompok-kelompok fundamentalis Islam tak bisa ikut serta secara terbuka dalam politik, mereka akan tergerak untuk memakai metode radikal dan kekerasan. Namun jika diperbolehkan untuk berpartisipasi bersama kelompok sosial lainnya, sepertina mereka akan menjadi kekuatan konstruktif di dalam negara-negara ini. Tentu saja kebijakan ini sangat mengandung resiko, namun begitu pula ketergantungan tunggal AS pada sejumlah otokrat yang rapuh dan tak bisa di andalkan. 


Secara umum kebijakan politik AS di Timur Tengah didasarkan pada tiga masalah. Pertama, menjaga keamanan nasional AS; kedua, penegakan sistem dunia yang baru; dan ketiga, ikut membidangi sistem regional Timur Tengah yang sesuai dengan kepentingan AS. Dan untuk mewujudkan ketiga masalah tersebut, AS menganut kebijakan mikro yang didasarkan pada empat masalah. Pertama, sistem regional Timur Tengah harus tidak bertolak dari faham Pan Arabisme dan Pan Islamisme yang keduanya dianggap bertentangan dengan kepentingan AS di Timur Tengah. Kedua, menciptakan stabilitas politik di Timur Tengah atas dasar kepentingan bersama dengan cara menyelesaikan konflik Arab-Israel dan masalah Palestina. Ketiga, menjamin keamanan kawasan Teluk dengan menciptakan sistem keamanan tertentu dengan mengikutsertakan AS dan negara-negara barat lainnya. Sistem keamanan tersebut mengandalkan kehadiran AS secara permanen sebagai pengungkapan tanggungjawab AS atas keselamatan negara-negara kawasan Teluk. Keempat, membatasi tingkat dan penyebaran senjata pemusnah masal, untuk menciptakan pertimbangan kekuatan dikawasan tersebut. 


Arab Saudi adalah negara sahabat yang amat penting bagi kepentingan politik global AS. Di era Perang Dingin posisinya amat vital bagi strategi global AS untuk membendung meluasnya pengaruh Uni Soviet, khususnya dikawasan Timur Tengah. Lebih dari itu, Arab Saudi juga memainkan peranan penting guna mencegah radikalisme negara-negara atau kelompok-kelompok di Timur Tengah. Bubarnya Uni Soviet yang menandai berakhirnya Perang Dingin tidak mengurangi arti penting Arab Saudi bagi politik lur negeri AS, khususnya untuk menghadapi radikalisme yang digerakkan oleh kelompok-keompok Islam yang disebutnya fundamentalisme, ekstrimis, atau terorisme Islam.

Hubungan politik yang erat antar kedua negara bisa terjalin karena mereka memilik berbagai persamaan, antara lain: Pertama, keduanya anti komunis dan anti radikal revolusioner, Kedua, keduanya menginginkan stabilitas dan keamanan di kawasan Teluk, Ketiga, keduanya berkepentingan melihat kontinuitas mengalirnya minyak dari Teluk Persia ke negara-negara industri agar tetap menguntungkan pihak penjual dan pembeli

Persekutuan dengan .Saudi Arabia memiliki nilai politik amat penting untuk membendung menjalarnya ideologi-ideologi yang dianggap bisa mengancam dominasi AS di Timur Tengah. Hal itu sesuai dengan teori Domino di tahun 1950-an hingga 1960-an untuk membendung komunisme di Asia Tenggara dan Eropa Timur dan juga kemudian diterapkan untuk Timur Tengah khususnya Arab Saudi.
 

2. Kepentingan Ekonomi 

Timur Tengah dianggap memiliki posisi strategis dalam pemikiran politik luar negeri AS karena peranan minyak dan gas alam yang menjadi kian penting bagi kelangsungan industri dan ekonomi Barat sejak Perang Dunia II. Keuntungan yang diperoleh konsorsium AS dalam pertambangan minyak Saudi Arabia merupakan faktor penting bagi stabilitas ekonomi negaranya. Lima perusahaan minyak raksasa AS (Exxon, Mobil, Texaco, Socal dan Gulf) semenjak masa sebelum Perang Dunia II telah menguasai rantai produksi hingga pemasaran minyak Timur Tengah.

Kelima perusahaan minyak itu bersama British Petroleum dan Royal Dutch Shell sering dinamakan Seven Sisters yang ikut menentukan suasana perdagangan minyak internasional. Mereka bertujuh menguasai lebih dari 80% minyak dan 70% kapasitas penyulingan serta 50% armada tanker di kawasan Timur Tengah. Menurut penyelidikan, Timur Tenga menyimpan tidak kurang dari 60% cadangan minyak dunia.

AS merupakan konsumen terbesar minyak di dunia, namun bukan berarti negara ini secara langsung tergantung minyak Timur Tengah, AS memiliki pertambangan minyak di Texas dan Alaska yang cukup besar untuk mensuplai keperluan minyaknya. Sesungguhnya negara ini tidak terlampau tergantung minyak Timur Tengah. AS memerlukan impor dari negara-negara OPEC hanya sekitar 20%

Kepentingan AS atas Arab Saudi dalam hal minyak berkisar pada kepentingan tetap lancarnya suolai minyak Arab Saudi dan negara-negara Teluk Persia lainnya ke As dan terutama negara-negara persekutuan Barat dengan harga rendah dan tetap terjaganya hak-hak eksplorasi perusahaan-perusahaan pertambangan minyak AS dan persekutuan Barat di kawasan itu. 

Hubungan perdagangan AS-Arab Saudi yang paling utama diluar minyak adalah hubungan perdagangan senjata yang dikenal dengan melalui lobi Military Industrial Complex (MIC). Misalnya pada tahun 1970-an hingga 1981, AS telah menjadi eksportir senjata terbesar di dunia. Negara-negara yang kaya raya seperti negara petrodollar Saudi Arabia bisa mengajukan daftar belanja senjata canggih dan membayarnya dengan tunai.

Kawasan Timur Tengah yang memiliki potensi konflik amat tinggi menerima suplai senjata ke negara-negara dunia ketiga. Adanya berbagai perang di Timur Tengah telah menjadikan negara-negara pengekspor senjata berlomba-lomba menawarkan senjatanya kekawasan itu. Pada tahun 1974 negara-negara Timur Tengah menyerap sekitar 57% dari seluruh yang di ekspor ke seluruh dunia.
.

3. Stabilitas dan Keamanan 

Masalah keamanan di Timur Tengah merupakan paradoks yang kompleks, dimana masalah bukan hanya pada konflik Israel-Palestina, tetapi juga adanya dominasi hegemoni AS, terutama setelah perang Teluk I. Ditambah lagi dengan bantuan AS yang melebihi batas kepada Israel dalam bentuk pinjaman dana, diplomasi, secara langsung atau tidak langsung dalam kancah regional, maupun dalam pentas internasional seperti dalam perundingan-perundingan internasional, bahkan dalam membentuk sikap PBB terkait konflik Israel-Palestina. 

Usai perang Teluk pada pertengahan Februari 1991, George Bush mulai bicara tentang gagasan pengaturan keamanan regional di Timur Tengah, sesuai persepsi dan kepentingan AS. Akan tetapi gagasan Bush ini hanya lebih mudah diucapkan dan sulit dilaksanakan. Kesulitan itu terlihat dalam kenyataan bahwa sebagian besar negara-negara Arab tidak menginginkan campur tangan AS di kawasan Timur Tengah.

Iran, yang pernah menganggap AS sebagai setan besar, sangat waspada terhadap setiap rencana keamanan di Timur Tengah yang berbau AS. Iran dapat dipastikan akan merasa riskan bila AS melaksanakan strategi keamanan Teluk yang di lontarkan oleh Bush. Sebagai negara terbesar di kawasan Teluk, iran tidak mungkin dianggap enteng oleh AS. Iran pasti memilih AS hengkang dari kawasan Teluk agar tidak menjadi beban keamanan terhadap Iran.

Sementara itu banyak gagasan dimunculkan bahwa sistem keamanan (security sistem) di Timur Tengah pada umumnya hanya dapat berjalan baik apabila selain factor politik dan militer, dimasukan juga factor ekonomi dalam perhitungan. Maksudnya, kesenjangan kaya miskin diantara negara-negara Arab harus diperhatikan untuk menyelenggarakan sistem keamanan yang tangguh. Keberhasilan NATO sebagai pakta pertahanan Barat juga didahului oleh rekonstruksi social ekonomi Eropa Barat lewat “Marshall Plan”. Jadi ada sementara usul yang mengatakan perlu adanya hal yang serupa dalam mengatasi masalah keamanan di Timur Tengah.

Dalam negara-negara Timur Tengah yang ikut menjadi koalisi dalam perang Teluk I dan II, muncul ancaman potensial terhadap stabilitas di kawasan Teluk. Karena adanya berbagai gerakan yang menuntut perubahan sistem politik dan sosial, terutama dalam menyikapi sikap perdamaian Arab-Israel (dimana hal ini diakui oleh banyak negarawan dan pengamat sebagai masalah inti dari kelanjutan stabilitas keamanan di Timur Tengah). Hal ini mengganggu hubungan antara pemerintah dan rakyat di negara-negara tersebut. Selain itu, di negara-negara Arab sendiri muncul kecurigaan antar negara, khususnya antara negara-negara Arab konservatif-monarkhi dan negara-negara Arab radikal-republik-sekuler.

D. Persepsi AS Mengenai Non Proliferasi Nuklir


Pertama kali Presiden George W. Bush dilanti menjadi Presiden, beliau menyatakan pentingnya melindungi teritori, kekuatan, dan sekutu AS dari serangan nuklir. Berdasarkan pidato Presiden George W. Bush, ancaman terbesar manusia di muka bumi sekarang ini adalah adanya serangan tiba-tiba dengan menggunakan senjata nuklir.
 Untuk mencegah adanya serangan tersebut, atau setidaknya mengurangi ancaman senjata nuklir sampai tingkat yang paling minimum, maka AS terus berupaya aktif mengontrol perkembangan senjata nuklir di dunia.


AS sebagai salah satu negara pemilik senjata nuklir menyatakan senjata nuklir yang dimilikinya digunakan hanya untuk menghalangi, mencegah, dan mengatasi ancaman potensial yang datangnya dari perkembangan senjata nuklir, biologi, dan kimia. Bagaimanapun, sejak tahun 1978, dalam kebijakan luar negerinya AS telah berjanji tidak akan menggunakan senjata nuklirnya melawan negara-negara NPT yang tidak memiliki senjata nuklir, kecuali jika AS diserang oleh suatu negara yang memiliki senjata nuklir maupun dengan negara yang beraliansi dengan negara pemilik senjata nuklir.
 Kemudian pada tanggal 5 Februari 1995 melalui juru bicaranya Richard Boucher, AS menyatakan kembali kebijakan luar negerinya yang ditegaskan pada tahun 1978 tersebut.


Pada konferensi NPT tahun 2000, delegasi AS mengatakan bahwa sejalan dengan usaha AS untuk mengurangi sejumlah arsenal nuklirnya, AS telah mengubah peranan dan misi senjata nuklirnya secara dramatis yang dilakukan melalui penelitian pengembangan uji coba arsenal nuklir, produksi senjata nuklir, penggunaan senjata nuklir secara komersial, sampai dengan pelucutan senjata nuklir.


Sehubungan dengan isu nuklir, AS menyatakan kepentingan nasionalnya seperti yang tertuang dalam America`s National Interests tahun 2002:

Vital

· Mengurangi ancaman senjata nuklir sampai tingkat yang paling rendah

· Tdak diperbolehkannya suatu negara membangun kapabilitas nuklir baru di tempat  strategis

· Bahwa semua persediaan senjata nuklir global dan bahan material nuklir dijaga dalam kondisi aman dan dapat dipertanggungjawabkan

· Terjaminnya keamanan nuklir AS

Extremely Important

· Tidak ada penggunaan senjata nuklir, biologi, maupun kimia di dunia

Berdasarkan pada kepentingan nasional AS tersebut, maka kebijakan luar negeri AS mengenai isu nuklir saat ini adalah “...the policy say that we will do whatever is necessary to deter the use of weapons of mass destruction against the United States, its allies, and its interests. If a weapons of mass destruction is use against the United States or its allies, we well not rule out any specific type of military response.”

Karena isu nuklir ini dianggap sangat vital bagi AS, maka dalam kebijakan luar negerinya AS menyatakan menolak untuk mengesampingkan penggunaan senjata nuklir dalam merespon serangan nuklir dari negara lain. AS akan melakukan apappun yang dianggap perlu untuk melindungi keamanan nasionalnya. Meskipun AS memiliki kapabilitas militer yang besar, tetapi tidak menutup kemungkinan jika terjadi serangan nuklir dari negara lain, dan jika itu terjadi maka AS tetap akan membalasnya dengan serangan nuklir juga.
 Senjata nuklir tetap memiliki nilai tinggi dalam konflik maupun dalam krisis yang dihadapi AS, karena itu konsep detterence dalam penggunaan senjata nuklir akan tetap menjadi prioritas dalam strategi militer AS.

Lebih lanjut, kebijakan luar negeri AS dewasa ini adalah kebijakan luar negeri yang fleksibel dan dinamis. Presiden George W. Bush juga menekankan bahwa dalam kebijakan luar negerinya tidak terlepas dari kerjasama bilateral maupun multilateral.
 Sampai saat ini AS terus berusaha meningkatkan dan menjaga keamanan nasionalnya melalui kebijakan luar negerinya (terutama mengenai nuklir) yang proaktif. Selain itu, AS juga terus mendukung dan ikut berpartisipasi dalam komunitas internasional yang berusaha mengontrol perkembangan nuklir diantaranya melalui Non Proliferation Treaty (NPT), Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CNTBT) dan juga masih banyak komunitas internasional lainnya. Dalam rangka pencegahan terhadap penggunaan senjata nuklir, AS juga senantiasa menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan perkembangan isu nuklir.

1. Proliferasi Senjata Nuklir Merupakan Ancaman Vital Bagi Kepentingan Nasional AS 

Proliferasi dari senjata nuklir merupakan ancaman yang paling serius bagi keamanan dan perdamaian dunia. Jika senjata nuklir tersebut sampai jatuh ke tangan teroris, maka hal tersebut bisa membawa kejahatan bagi AS dan masyarakat internasional. Tantangan terbaru dalam dunia internasional adalah isu nuklir yang sangat kompleks.

Dalam kebijakan luar negeri AS, ancaman adanya serangan nuklir terhadap AS menempatkannya pada posisi nomor satu dalam kepentingan nasional AS yang paling vital.
 Serangan dengan menggunakan senjata nuklir merupakan satu-satunya ancaman yang paling nyata saat ini yang dapat menghancurkan AS. AS menaruh perhatian yang tinggi pada isu nuklir karena AS khawatir jika senjata nuklir ini sampai jatuh ke tangan teroris, maka hal tersebut sangat membahayakan keamanan nasional AS. Sementara terorisme merupakan musuh utama AS yang akan terus diperangi oleh AS.

Sebenarnya AS tidak ingin suatu negara mempunyai dan mengembangkan senjata nuklir. Karena penguasaan sebuah negara atas teknologi nuklir menjadi barometer kekuatan dalam kancah politik dan militer.
 AS yang selama ini menjadi satu-satunya negara super power tentu saja tidak ingin ada negara lain yang dapat mengancam posisinya di dunia internasional. Isu nuklir ditempatkan pada posisi vital karena mengancam keberlangsungan negara AS.

Jadi pada intinya, alasan AS menempatkan nuklir pada kepentingan nasionalnya yang vital karena nuklir dapat membahayakan keberadaan dan keberlangsungan AS sebagai satu-satunya negara super power dalam kancah internasional dan mengancam security homeland-nya.

Sementara kapabilitas AS dalam menanggulangi masalah nuklir sangat terbatas. AS hanya bisa mencegah senjata nuklir jangan sampai jatuh ke tangan musuhnya. Kareana pada dasarnya siapa yang menguasai teknologi nuklir paling modern dan canggih maka negara tersebutlah yang dapat menguasai dunia. Jadi, sebelum semua itu terjadi, maka AS berusaha mencegah dan menghalangi perkembangan dan pembangunan reaktor nuklir di negara lain.

2. Reaksi AS Terhadap Ancaman Nuklir

Dengan ditempatkannya isu nuklir pada posisi vital kepentingan nasional AS, maka untuk melindungi kepentingannya tersebut, AS akan berusaha melakukan segala cara. Dalam reaksinya AS berusaha untuk bekerjasama secara multilateral maupun bilateral. Jika semua usaha yang telah ditempuh masih kurang memuaskan, maka AS akan menggunakan caranya sendiri yaitu bereaksi secara unilateral.
 

Sehubungan dengan isu nuklir, reaksi yang dimunculkan dari pemerintah AS cenderung bersifat opensif, ini kaena AS tidak ingin adanya satu negara pun yang dapat mengancam negaranya. Bahkan AS tidak menutup kemungkinan digunakannya insrumen militer yang dimilikinya. AS tidak segan-segan melakukan serangan militer terhadap negara yang terus mengembangkan program nuklirnya yang dapat disalah gunakan untuk membuat senjata nuklir.

Reaksi AS tidak berhenti sampai disitu saja. AS mulai memperluas kerjasamanya dengan G-8 (Global Partnership) dalam usahanya untuk memerangi penyebaran senjata pemusnah masal secara bersama-sama. Kemudian AS juga memperkuat keberadaan organisasi internasional yang khusus menangani masalah nuklir yaitu IAEA. Dalam upayanya memperkuat IAEA, Presiden Bush mengajukan tiga proposal sebagai berikut:

· Semua negara perlu menandatangani protokol tambahan IAEA, yang memperbolehkan IAEA melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap negara-negara yang dicurigai mengembangkan senjata nuklir

· IAEA perlu membentuk sebuah panitia khusus untuk meningkatkan kemampuan IAEA dalam memonitor negara-negara agar mematuhi NPT

· Tidak diperbolehkannya negara yang sedang diinvestigasi melanjutkan program nuklirnya.
 

AS juga melakukan kontrol terhadap negara-negara yang sedang membangun instalasi nuklir. Setiap gerak gerik negara tersebut akan selalu dipantau oleh AS. Lebih lanjut dalam reaksi AS tersebut, Presiden Bush mengajukan beberapa langkah untuk memberantas proliferasi senjata pemusnah masal, yaitu:

· Meningkatkan dan memoderenisasikan hukum non proliferasi yang ditujukan pada ancaman baru maupun perubahan ancaman

· Membatasi penjualan dan transfer teknologi nuklir

· Mencegah negara-negara anggota NPT untuk tidak berusaha memiliki senjata nuklir

· Memperluas usaha untuk mengamankan dan menghancurkan senjata nuklir termasuk bahan materialnya.

3. Instrumen Kebijakan Luar Negeri AS Dalam Menghadapi Ancaman Nuklir

Secara konvensional instrumen kebijakan luar negeri mengacu pada berbagai macam cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan fundamental demi suatu kebijakan luar negeri. Yang termasuk dalam kebijakan luar negeri AS adalah ancaman penggunaan kekerasan atau militer, intervensi militer, bantuan militer dan ekonomi, penjualan senjata, propaganda, dan perundingan diplomatik

Pilihan untuk menggunakan ancaman militer biasanya berkaitan dengan suatu krisis atau adanya persepsi ancaman terhadap kepentingan nasional AS. Instrumen ini umumnya dipilih apabila terjadi win-lose situation dimana kedua belah pihak siap menerima konsekuensinya.

Instrumen yang digunakan AS dalam kebijakan luar negerinya sehubungan dengan isu nuklir kebanyakan dalam bentuk Foreign Assistance (bantuan luar negeri), baik dalam bidang ekonomi maupun militer. Dengan menggunakan instrumen ini AS dapat ikut campur dengan kata lain turut intervensi tanpa harus adanya penggunaan kekuatan militer.

Sehubungan dengan ancaman nuklir, biasanya negara yang ekonominya kuat cenderung akan menggunakan instrumen ekonominya untuk menekan negara lain agar tidak mengembangkan program nuklirnya dan mau mengikuti kemauan negara tersebut.
 Begitu pula dengan AS yang kapabilitas ekonominya tinggi. Dalam menekan negara-negara yang sedang membangun instalasi nuklir, AS menggunakan instrumen ekonominya, baik berupa bantuan ekonomi, penarikan bantuan ekonomi, maupun sanksi embargo, apabila negara yang sedang mengembangkan program nuklir tersebut termasuk golongan negara berkembang. Karena pada dasarnya sebagian besar perekonomian di negara-negara berkembang tergantung dari bantuan luar negeri.

Selain itu, dalam menjalankan kebijakan luar negerinya AS juga bisa menggunakan jalur diplomasi, yaitu diplomasi multilateral berupa penetrasi melalui masyarakat internasional.
 Dalam hal ini AS dapat menggunakan IAEA sebagai sarana untuk mencari dukungan publik intrenasional. Dengan kekuatan militer yang dimilikinya AS juga dapat menggunakan instrumen militernya untuk mencegah adanya penyebaran senjata nuklir.
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